
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 34 TAHUN 2002  

TENTANG 

 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, 

PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Bab V, dan Bab VII dan Bab 

XV Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

maka perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan 

dan Penggunaan kawasan Hutan. 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 

1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2034); 

  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara omor 3419); 

  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 

  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3699); 

  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 



  7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3888); 

  8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4134); 

  9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4151). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA HUTAN DAN 

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN  

HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

a. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup 

pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi 

yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. 

b. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu 

serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan 

untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 

c. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah  bentuk usaha menggunakan 

kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama. 

d. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk 

memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat 

sosial dan manfaat ekonomi yang optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokok 

hutan. 

e. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha untuk 

memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 

mengurangi fungsi utama. 



f. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk 

memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 

mengurangi fungsi pokok hutan. 

g. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan 

dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak  

mengurangi fungsi pokok hutan. 

h. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah segala bentuk usaha yang 

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan  bukan kayu dengan  tidak 

merusak lingkungan dan tidak  mengurangi fungsi pokok hutan. 

i. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk  

kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan 

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. 

j. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau 

bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu  dan atau bukan kayu pada 

areal hutan yang telah ditentukan. 

k. Izin usaha pemanfaatan kawasan adalah izin usaha memanfaat-kan kawasan 

pada hutan lindung dan atau hutan produksi. 

l. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan adalah izin usaha memanfaatkan 

lingkungan pada hutan lindung dan atau hutan produksi. 

m. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam 

adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari 

pemanenan atau pene-bangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, 

pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu. 

n. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan 

tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya 

terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, 

pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan 

pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu. 

o. Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan 

hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan 

produksi. 

p. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah izin dengan segala bentuk 

kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, 

buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya 

didalam hutan lindung dan atau hutan produksi. 

q. Izin usaha pemanfaatan hutan terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin 

usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu. 

r. Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk 



pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi 

pokok kawasan hutan. 

s. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen yang 

menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, 

sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk. 

t. Suran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SIUPH) adalah pungutan yang dikenakan 

kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan 

tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. 

u. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai 

pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. 

v. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam 

rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan  pendukungnya. 

w. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap 

bertindak menurut hukum dan Warga Negara Republik Indonesia. 

x. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan 

y. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu 

bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 

z. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan bukan 

kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 

aa. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang 

Kehutanan. 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Tata hutan  dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan 

dan penggunaan kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan 

hutan. 

(2) Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan 

hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan pada wilayah hutan dalam  bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). 

 

Pasal 3 

 

(1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan 

penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 



kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. 

(2) Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta 

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) pada wilayah dan atau untuk kegiatan tertentu, dapat 

dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang kehutanan. 

 

Pasal  4 

 

(1) Dalam rangka kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan 

kehutanan, religi dan budaya, Menteri menetapkan tata hutan dan penyusunan 

rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 

dengan tujuan khusus. 

(2) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan 

penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) untuk kegiatan :  -  penelitian dan pengembangan dapat 

diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan; 

 - pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang 

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; 

 - religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan 

kegiatan keagamaan dan kebudayaan. 

(3) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan 

penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Ketentuan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

 

BAB II 

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 

PENGELOLAAN HUTAN 

Bagian Kesatu 

Tata Hutan 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 5 

 

(1) Pelaksanaan tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pada 

setiap unit pengelolaan hutan di semua kawasan hutan. 


